GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 7/ TAHUN 2019

TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR,BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR
KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN KEPADA PEMERINTAH

KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN
REALISASI PENERIMAAN BULAN OKTOBER SAMPAI

Menimbang :

Mengingat

U

DENGAN BULAN DESEMBER 2018
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Qanun Aceh
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada
Kabupaten/Kota, perlu melakukan Pembagian Dana Bagi Hasil
yang berasal dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh berdasarkan
realisasi penerimaan Bulan Oktober sampai dengan Bulan
Desember 2018;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan
Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Aceh Berdasarkan
Realisasi Penerimaan Bulan Oktober sampai dengan Bulan
Desember 2018;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang..../2
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Keuangan Aceh (Lembaran Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe
Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan
Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh
(Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Aceh Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh
Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 95);

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak
Aceh kepada Kabupaten/Kota (Lembaran Aceh Tahun 2012
Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 41);

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penagihan Pajak
Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Aceh Nomor 90);

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019 (Lembaran
Aceh Tahun 2018 Nomor 9);

Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 44
Tahun 2008 tentang Penetapan Indikator Bagi Hasil Pajak Aceh
kepada Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam (Berita Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 45);

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2017 tentang
Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan
Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak
Rokok kepada Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh Tahun
Anggaran 2018 (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 76);

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 133 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun
Anggaran 2019 (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 133);

MEMUTUSKAN : ..../3
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR  TENTANG PEMBAGIAN DAN
PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR,
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR
PERMUKAAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM
WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN
OKTOBER SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2018.

Pasal 1

(1) Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan
Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Aceh Berdasarkan
Realisasi Penerimaan Bulan Oktober sampai dengan Bulan
Desember 2018 sebesar Rp 112.332.484.139,10,- (seratus dua
belas milyar tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan
puluh empat ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah sepuluh
sen).

(2) Jumlah Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas :

a. Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan realisasi penerimaan
Bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember 2018 sebesar Rp
33.586.638.105,62,- (tiga puluh tiga milyar lima ratus delapan
puluh enam juta enam ratus tiga puluh delapan ribu seratus
lima rupiah enam puluh dua sen);

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan realisasi
penerimaan Bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember
2018 sebesar Rp 21.139.489.008,36,- (dua puluh satu milyar
seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh
sembilan ribu delapan rupiah tiga puluh enam sen);

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berdasarkan realisasi
penerimaan Bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember
2018 sebesar Rp 57.314.643.950,48,- (lima puluh tujuh milyar
tiga ratus empat belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu
sembilan ratus lima puluh rupiah empat puluh delapan sen);

d. Pajak Air Permukaan berdasarkan realisasi penerimaan Bulan
Oktober sampai dengan Bulan Desember 2018 sebesar Rp
291.713:074,64,- (dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh
ratus tiga belas ribu tujuh puluh empat rupiah enam puluh
empat sen).

Pasal 2

Rincian Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 untuk masing-masing Pemerintah
Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dilaksanakan melalui transfer dari rekening Kas Umum

Aceh ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota yang
bersangkutan.
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Pasal 4

Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah menerima transfer Dana
Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib
menyampaikan Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) dan
Laporan Realisasi Anggaran Dana Bagi Hasil kepada Pemerintah
Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sebagai bukti
penerimaan.

Pasal 5

Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 dengan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh .
pada tanggal, 25 #ebrvar - 2019
SO YA, AL 1440

ﬁelt. GUBERNUR ACEH, l
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NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal, QC(_M"UZP/ s 2019
&L fumz2)L PkhIr 1440

/A Plt. SEKRETARIS DAERAH ACEH}-'

%W

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2019 NOMOR /4
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LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR ACEH

NOMOR // TAHUN 2019

TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR,BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR
KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH
ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN
OKTOBER SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2018.---------

DAFTAR DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK
AIR PERMUKAAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN REALISASI
PENERIMAAN BULAN OKTOBER SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2018

No. | KABUPATEN/KOTA Sa JUMLAH
PKB BBN-KB PBB-KB PAP
1 2 3 A 5 6 7
1 | BANDA ACEH 1.593.272.018,21 892.499.067,31 | 2.782.513.129,89 | 37.101.974,20 5.305.386.189,61
2 | SABANG 859.364.852,43 555.920.035,31 | 1.428.992.560,79 | 10.334.144,95 2.854.611.593,48
3 | ACEHBESAR 2.067.937.047,57 1.351.217.583,73 | 3.238.800.392,73 9.536.313,68 6.667.490.337,61
4 | PIDIE 1.958.825.572,68 1.002.726.822,91 | 3.121.161.642,55 6.341.588,58 6.089.055.626,72
5 | ACEH JAYA 1.253.537.196,25 755.241.316,87 | 2.265.685.791,14 6.341.588,58 4.280.805.892,84
6 | BIREUEN 1.859.784.568 41 1.018.642.030,50 | 3.112.322.026,93 | 12.208.81545 6.002.957.441,29
7 | PIDIE JAYA 1.137.801.996,45 713.486.573,32 | 1.970.671.904,87 6.341.588,58 3.828.302.063,22
8 | BENER MERIAH 1.172.698.975,18 726.317.165,90 | 1.966.843.049,76 6.997.369,20 3.872.856.560,04
9 | LHOKSEUMAWE 1.331.276.008,82 921.801.259,19 | 2.212.861.317,02 | 71.342.016,08 4.537.280.601,11
10 | ACEH UTARA 2.239.089.235,32 1.549.682.835,90 | 3.439.689.642,40 | 21.155.585,23 7.249.617.298,85
11 | ACEH TIMUR 2.122.680.624,59 1.332.009.619,44 | 3.697.556.454,84 9.149.207,50 7.161.395.906,37
12 | ACEH TENGAH 1.537.482.801,62 865.852.691,13 | 2.694.654.084,91 6.341.588,58 5.104.331.166,24
13 | GAYOLUES 1.443.879.416,35 952.825.355,50 | 2.474.124.304,64 6.341.588,58 4.877.170.665,07
14 | ACEH TENGGARA 1.471.248.316,94 995.597.219,69 | 2.583.560.770,26 6.341.588,58 5.066.747.895,47
15 | LANGSA 1.142.679.239,90 627.504.749,02 | 2.052.682.326,63 | 12.375.056,48 3.836.241.372,03
16 | ACEH TAMIANG 1.585.276.498,55 1.163.839.977,31 | 2.616.809.305,50 6.709.514,43 5.362.635.295,79
17 | SUBULUSSALAM 1.031.087.385,98 792.180.379,61 | 1.809.543.380,80 7.363.464,18 3.640.174.610,57
18 | ACEH SELATAN 1.597.437.205,94 1.140.046.510,49 | 2.663.540.836,08 6.341.588,58 5.407.366.141,09
19 | ACEH SINGKIL 1.122.013.278,43 682.371.192,71 | 2.025.395.228,16 9.988.575,18 3.839.768.274,48
20 | SIMEULUE 1.063.105.065,67 650.638.117,39 | 1.850.616.800,62 6.341.588,58 3.570.701.572,26
21 | ACEH BARAT 1.460.211.689,08 879.728.813,89 | 2.946.221.942,34 7.642.023,93 5.293.804.469,24
22 | NAGAN RAYA 1.359.728.263,48 779.413.913,59 | 2.403.403.859,72 | 12.735.717,03 4.555.281.753,82
23 | ACEH BARAT DAYA 1.176.220.847,77 799.946.777,65 | 1.956.993.197,90 6.341.588,58 3.939.501.411,90
JUMLAH 33.586.638.105,62 | 21.139.489.008,36 | 57.314.643.950,48 | 291.713.074,64 | 112.332.484.139,10
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LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR ACEH

NOMOR !/ TAHUN 2019

TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN
BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH
BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN OKTOBER
SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2018, ---------zoooooooooe

Surat Tanda Telah Terima Tranfer (ST4)

Telah terima dari . Bendahara Umum Aceh

Sejumlah © Rp. XXXXXXXXXXXXXXX

RO, - B e e el e N 8 5 e B 0 SR rupiah

Untuk Keperluan  Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ...... ") sesuai
dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor : ...... Tahun 2019 tanggal................ di bebankan

pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPA-PP
Tahun Anggaran 2019

Bulan PP ¢
Kabupaten/Kota B et s S S

Dengan Rincian

KA Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

JENIS ANGGARAN BELANJA JUMLAH Diterima Tanggal
DANA BAGI HASIL PAJAK
....................... ** ¢ Rp XXXXXXXXXXXX
Tgl

JUMLAH PENYALURAN + Rp XXxxxxxxxxx
Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah sebagai berikut :

Nomor Rekening @ .,

Nama Rekening : Kas Umum Daerah ............

Nama Bank :  Bank Aceh Syariah Cabang ..................

........................................

Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab/Kota.......

Materai 6000

Keterangan :

ftplt. GUBERNUR ACEH l

(") disesuaikan dengan nama daerah; L
(**) disesuaikan dengan Realisasi Penerimaan; mﬁg
(") disesuaikan dengan Dana yang ditransfer;

xxxxxxx disesuaikan dengan jumlah yang akan diterima.
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